
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 
NOMOR : 41  TAHUN : 1997  SERI : D.11. 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 

NOMOR : 16 TAHUN 1996 

 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN  

 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian 

urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;  

b. bahwa untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung 

secara optimal, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Bangunan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu; 

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3041); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3469); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3501); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum 

kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3372); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah 

Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3487); 

10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi 

Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir 

dengan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 1993). 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial 

Perumahan kepada Pemerintah Daerah. 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang 

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.  

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 

Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dn Tatalaksana. 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Organisasi Dinas Daerah. 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang 

Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah 

Lewat Tenggang Waktu Pengesahan. 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola 

Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

 


